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SULTENG RAIH WTP

Inilah Enam ltem
Temuan BPK

PALU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Per-
wakilan Sulteng telah memberikan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Provinsi Sulteng Tahun 2014. Meskipun
telah memberikan predikat terbaik itu, namun BPK send-
iri masith meninggalkan beberapa catatan. Dalam LHP
yang diserahkan BPK pada sidang paripurna istimewa
di DPRD Sulteng, dua harilalu, terungkap enam temuan
pengelolaan keuangan di lingkup Pemprov Sulteng.

Temuan tersebut yakni perhitungan denda pajak air
permukaan yang tidak sesuai ketentuan, lemahnya pen-
gendalian atas pelaksanaan belanja hibah barangfjasa
yang diserahkan kepada masyarakat, lemahnya sistem
pengendalian atas pengelolaan belanja hibah dan Bansos.

Selanjutnya perhitungan dana bagi hasil pajak
provinsi yang tidak berdasarkan data terbaru dan
tidak valid, lemahnya pengendalian atas penatausa-
haan persediaan obat, BHP medis dan barang yang
diserahkan kepada masyarakat, serta pengelolaan aset
dan aset lain-lain yang belum sepenuhnya memadai.

Berkaitan dengan permasalahan pengelolaan aset

' tetap, BPK merekomendasikan agar Pemproy melakulkan
evaluasi kembali perencanaan dan penataan Gedung
RSUD Undata, pembangunan gedung DPRD senilai
Rp15,79 miliar agar dipertanggungjawabkan oleh PT
MGN selaku pelaksana pekerjaan untuk diselesatkan
sesuai persyaratan teknis kontrak dan menyerahkan hasil
pekerjaanmya secara formal kepada Sekretariat DPRD.

Tak sampai disitu, BPK juga menemukan lemahnya
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
seperti kelebihan pembayar:in atas belanja perawatan

“kendaraan bermotor di empat SKPD sebesar Rp527 juta,
realisasi belanja barang dan jasa di RSUD Undata yang
tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 1,49 miliar dan kemahalan
harga sebesar Rp315 juta serta realisasi belanja modal yang
tidak sesuai ketentuan sebesar Rp320 juta pada Sekretariat
DPRD. Atas beberapa temuan tersebut, berdasarkan UU
Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan
dan tanggungjawab keuangan Negara, maka wajib bagi
gubernur untuk memberi penjelasan selambat-lambatnya
60 hari setelah LHP BPK diterima. (RIFAY/M. ARIEF)





